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Materi pembelajaran

ji2 Perubahan Bentuk Negara Dari RIS ke NKRI

A. Latar Belakang Indonesia Kembali ke NegaraKesatuan (NKRI)
Kembalinya negara Indonesia ke bentuk kesatuan setelah
sebelumnya berbentuk serikat karena sebab-sebab latar belakang
berikut ini:

1. Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak sesuai dengan
cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

2. Pada umumnya masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil
KMB yang melahirkan negara RIS.

3. Rakyat di berbagai daerah melakukan kegiatan-kegiatan, seperti
demonstrasi dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar
bergabung dengan Republik Indonesia.

4. Dengan sistem pemerintahan federal berarti melindungi manusia
Indonesia yang setuju dengan penjajah Belanda.
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Materi pembelajaran

ji2 Perubahan Bentuk Negara Dari RIS ke NKRI

B. ProsesKembali ke Negara Kesatuan RI

Sejak dinyatakan berdirinya negara RIS, didaerah-daerah timbul
reaksi keras yang tidak setuju dengan bentuk serikat. Mereka sadar
bahwa negara serikat merupakan upaya belanda untuk memecah
belah persatuan dan kesatuan bangsa indonesia. Atas persetujuan
parlemen, pada tanggal 19 maret 1950 pemerintah RI
mengeluarkan UU Darurat nomor 11 tahun 1950 yang berisi
tentang tata cara perubahan susunan Kkenegaraan RIS.
Berdasarkan UUD tersebut negara bagian boleh bergabung
dengan NKRI. Pada tanggal 19 mei 1950 dicapai kata sepakat
antara RIS dan RI untuk membentuk NKRI sesuai jiwa proklamasi
kemerdekaan 17 agustus 1945. Selanjutnya, pada tanggal 17
agustus 1950 secara resmi negara federal RIS dibubarkan dan
kembali ke negara kesatuan yang ditandai dengan digantinya UUD
RIS menjadi UUDS RI 1950.
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Materi pembelajaran

2. Jatuh Bangun KabinetPada Masa Demokrasi Liberal

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun
1949 oleh Belanda, Indonesia mulai memasuki masa
pemerintahan sendiri. Namun pada masa ini terjadi
persolan yaitu ketidakstabilan politik yang terlihat dari
seringnya kabinet dan perdana menteri diganti. Proses
jatuh  bangunnya kabinet pada masa demokrasi
parlementer terjadi akibat perselisihan antara partai
politik, sehingga banyak terjadi mosi tidak percaya dan
pencabutan dukungan terhadap pemerintahan perdana
menteri yang menjabat. Hal ini menyebabkan kabinet
jatuh  dan perdana menteri harus mengembalikan
mandatnya ke presiden.
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Materi pembelajaran

2. Jatuh Bangun KabinetPada Masa Demokrasi Liberal

Kabinet -Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal ada 7
Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951
Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)
Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953)
Kabinet Ali Sastroamijoyo | (3 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)
Kabinet Burharuddin Haraphap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)
Kabinet Ali Sastroamijoyo Il (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957

Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)
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Materi pembelajaran

3. Pelaksanaan Pemilu Pertama 1955

Pemilu tahun 1955 merupakan pemili pertama dalam sejarah
Republik Indonesia. Pemilu tahun 1955 dimaksudkan untuk
memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di DPR dan Konstituante.
Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap
pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada
29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilin anggota
Dewan Konstituante (badan pembuat Undang-undang Dasar)
dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini
39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak
suara.

Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada
15 Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat
Undang-undang Dasar yang tetap untuk menggantikan UUD
Sementara 1950. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang tercantum
dalam pasal 134 UUD Sementara 1950 yang berbunyi,
Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-
sama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang
Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-
Undang Dasar Sementara ini
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Materi pembelajaran

4. Pelaksanaan Pemilu Pertamal955

Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Latar belakang terjadinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tak bisa
dipisahkan dari kegagalan Konstituante membentuk sebuah UUD
baru pengganti UUD Sementara 1950. Kegagalan tersebut
disebabkan karena kurangnya kesepakatan di Konstituante, yang
terbelah mengenai paham kenegaraan yang hendak diterapkan
dalam konstitusi.

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 melalui Dewan
Konstituante dan rentetan peristiwa politik selama masa demokrasi
liberal mencapai klimaksnya pada bulan Juni 1959 mendorong
Presiden Soekarno untuk mengumumkan Dekrit Presiden pada
tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini memutuskan untuk membubarkan
Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 dalam kerangka
Demokrasi Terpimpin.
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Isi pokokdari Dekrit Presiden5 Juli 1959

1.Menetapkan pembubaran Konstituante
2. Menetapkan kembaliUUD 1945 bagi segenap
bangsalndonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.
3.Membentuk MPRS yang terdiri atas anggota-
anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan
golongan dari daerah.
4. Membentuk DPA sementara. Kedua badan
yang disebut di atas akan dibentuk dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya.
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